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DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 25, maka
periu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai pasal 146 ayat (1) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, periu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentuan Daerah Tingkat
Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok -

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890 );

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersin dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 );




5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310 );

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347 );

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389 );

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 );

10.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

11.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262 );

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712 );




Menetapkan

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggunggjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

22.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten

Ogan Komering Ulu.
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TATA
HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun

2007 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah di



.8 Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2007 Nomor 25).

Pasal 2

Hubungan Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan

mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, @7 Asustucs 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, &7 Aeturtul 2007 3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,
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BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 38
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